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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman sebagian besar 

sesuai dengan RTRW di Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti dengan 

melihat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2008. Tetapi 

masih ada beberapa ruang wilayah Kabupaten Sleman yang tidak sesuai 

dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sleman. Developer 

melakukan pembangunan perumahan pada suatu bidang tanah yang tidak 

sesuai dengan fungsinya karena untuk memenuhi banyaknya permintaan 

masyarakat yang terus meningkat akan kebutuhan tempat tinggal, akan 

tetapi tanah yang tersedia untuk pembangunan perumahan terbatas. 

2. Masyarakat yang tinggal di perumahan yang ada di Kabupaten Sleman 

pada umumnya tidak mengerti dan kurang informasi mengenai Rencana 

Tata Ruang Wilayah sehingga mereka juga tidak mengetahui mengenai 

bentuk dan tata cara peran serta yang harus mereka lakukan dalam 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena 

kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang membeli atau 

membangun rumah di Kabupaten Sleman. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat diberikan, 

yaitu pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus lebih 

berusaha untuk mensosialisasikan ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan apa saja peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang kepada 

seluruh masyarakat Kabupaten Sleman terutama bagi mereka yang baru 

datang dan membangun atau membeli rumah di Kabupaten Sleman. Selain itu, 

diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman dapat segera mengatasi 

penggunaan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang 

dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar sebelum 

berakar luas. Terutama memberikan teguran tegas dan sanksi yang dapat 

membuat jera kepada developer yang melanggar ketentuan penataan ruang. 

Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus segera merekrut sumber 

daya manusia sehingga dapat membantu dalam melakukan peninjauan 

terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sleman. Oleh karena tersedianya tenaga yang dibutuhkan, 

sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam bidang penggunaan 

ruang wilayah di Kabupaten Sleman. Dengan demikian penggunaan ruang 

wilayah di Kabupaten Sleman dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sleman. 
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